DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2013, Pendidikan Kewarga[Nega]Raan
(Cvic Education) Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat
Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo 1996, Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Fadilah Putra. 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka
Pelajar, Surabaya '

H.S. Salim dan Erlies Septina Nurbaini. 2013, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo, Jakarta.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2019, Cara Praktis Menyusun
dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana, Jakarta.

Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta
Disertasi, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung.

Jazim Hamidi, 2008, Panduan Praktis Pembuatan Peraturan Daerah Partisipatif,
Prestasi Pustaka, Jakarta.

Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara,
Cetakan 15, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nasution, S. 2001, Metode Research (Penelitian hukum), Bina Aksara, Jakarta.

Saifuddin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, FH UlI Pres, Yogyakarta.

Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legilasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensil Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011, Desantralisasi dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2009, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Ul

Press, Jakarta.



Syaifuddin, Muhammad. Mada Apriandi Zuhir dan Analisa Yahanan, 2009,
Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi daerah (pembentukan peraturan
daerah demokratis di bidang ekonomi di Kabupaten/Kota, Tunggal
Mandiri Publishing, Malang.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono. 2009, Legislative Drafting:
Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas
Atmajaya, Yogyakarta.

Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali
Pers, Jakarta. oo

Zainuddin Ali. 2010, Mefode Penelitian-Hukum, Sinar Grafika, Cetakan Kedua,
Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman
dan Ketertiban Umum.

C. Jurnal

Muhammad Alfin Imanullah, Iwan Satriawan, Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Pembuatan UndangUndang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan,
Program  Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.



Muhyar Nugraha, Latifah Ratnawaty, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah, Jurnal Yustisi Vol. 3 No. 1 Maret 2016, hal. 32.

Praptanugraha, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,
Jurnal Hukum vol. 13 No. 3, Juli 2008,.

Rahendro Jati, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-
Undang Yang Responsif, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 3, Desember
2012.

Sigit Wijaksono, Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman, Jurnal Com
Tech, Vol. 4 No. 1, Juni 2013,

D. Internet

Asistensi/Desk/Cascading Pohon Kinerja atas IKU dan Renstra 2021-2026
Perangkat  Daerah  Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Banjar
/nttps://dprd.banjarkab.go.id/



